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SALINAN

BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

bahwa dalam rangka meningkatkan antisipasi setiap
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam bidang
politik, sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban
masyarakat yang dapat mengancam stabilitas Nasional dan
khususnya didaerah, perlu adanya koordinasi yang sinergis
antara parat unsure intelijen secara profesional,;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, perlu
dibentuk Komunitas Intelijen Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang
pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-
KabupatenOtonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonom

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang - Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4939);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5249);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undana — Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan
Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Komunitas Intelejen Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas
Intelejen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 211);



Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Deiyai;

b. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Deiyai;

c. Bupati adalah Bupati Deiyai;

d. Unsur Pimpinan Daerah adalah Bupati, Komandan Distrik
Militer 1703 /Deiyai, Kepala Kepolisian Resort Deiyai, Kepala
Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan lainnya;

e. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang
terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk
menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari
seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan
sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;

f. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Deiyai yang selanjutnya
disebut KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi
unsure Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah;

g. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam
maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan,
keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional

lainnya.



h. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan,
kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan
data, informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan

tugas intelijen.

BAB II
PEMBENTUKAN KOMINDA
Pasal 2

a. Dengan Peraturan Bupati ini KOMINDA dibentuk;

b. Penyelenggaraan KOMINDA menjadi tugas dan tanggungjawab
Bupati Deiyai.

Pasal 3

1. Tugas dan kewajiban Bupati Deiyai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 meliputi ;

a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban
Masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman
stabilitas Nasional di Daerah Kabupaten Deiyai;

b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di
Kabupaten Deiyai sebagai jaringan Intelijen;

c. Menjamin terlaksananya kegiatan Operasional KOMINDA.

2. Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Kasat Intelkam Polres
Deiyai.

Pasal 4

1. KOMINDA memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan
konsultatif secara vertikal dan horizontal;

2. Hubungan yang vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan hubungan KOMINDA untuk berkoordinasi dengan
KOMINDA Provinsi Papua;

3. Hubungan secara Horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan hubungan antara Intelejen Daerah Kabupaten

Deiyai.



Pasal 5
Susunan keanggotaan KOMINDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

ini.
BAB III
PENDANAAN

Pasal 6
Biaya penyelenggaran KOMINDA di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Deiyai.

BABV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai.

Ditetapkan di Waghete
Pada tanggal 1 Februari 2022

BUPATI DEIYAI,
ttd

ATENG EDOWAI
Diundangkan di Waghete
Pada tanggal 2 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,

ttd

YAN GIYAI, S.Sos, MT
NIP. 19670706 198903 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH

NIP.19791126 200801 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
. Ketua DPRD Kabuaten Deiyai di Waghete;

. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;

. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete;

. Masing-masing yang bersangkutan.
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TANGGAL 1 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH KABUPATEN DEIYAI

No Nama Jabatan Dalam KOMINDA
1 2 3
DEWAN PEMBINA KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA)

1 Bupati Deiyai KETUA

2 Komandan KODIM 1703 /Deiyai Anggota

3 Kepala Kepolisian Resor Deiyai Anggota

4 Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Anggota

KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA)

1 Kasat Intelkam Polres Deiyai KetuaHarian
2 Kepala Badan KESBANGPOL Sekretaris
3 Pasi Intel Kodim 1703 /Deiyai Anggota

4 Kasi Intel Kejari Nabire Anggota

S Sekretaris Badan KESBANGPOL Anggota

6 Unsur Badan Intelejen Negara di Deiyai Anggota

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,
ttd

YAN GIYAI, S.Sos, MT

NIP. 19670706 198903 1 019

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH
NIP.19791126 200801 1 012

BUPATI DEIYAI,
ttd

ATENG EDOWAI




